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Abstract. This study aims to analyze the disclosure of
social aspects based on GRI standards in an e-commerce
and fintech company in Indonesia. The method used is
content analysis of the company's sustainability reports
from 2021 to 2023. The analysis results indicate that the
level of social aspect disclosure is not yet complete and still
has room for improvement, The findings show that the
disclosure of social aspects in the report is not yet fully
comprehensive and can be further developed. This analysis
s expected to provide new insights into the implementation
of social aspect disclosure in e-commerce and fintech
companies. In the future, the government is expected to
formulate policies that promote higher transparency in
sustainability reporting and strengthen the role of
stakeholders in the materiality determination process.
Keywords: E-commerce sector; fintech sector; GRI
400; sustainability disclosure

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengungkapan aspek sosial berdasarkan standar GRI pada
salah satu perusahaan e-commerce dan fintech di
Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis konten
terhadap laporan keberlanjutan perusahaan tahun 2021-
2023. Hasil analisis didapatkan bahwa tingkat
pengungkapan aspek sosial masih belum spenuhnya dan
masih bisa dikembangkan. Hasil analisis menunjukkan
bahwa pengungkapan aspek sosial dalam laporan tersebut
belum sepenuhnya komprehensif dan masih dapat
dikembangkan lebih lanjut. Analisis ini diharapkan dapat
memberikan wawasan bau mengenai implementasi
pengungkapan aspek sosial pada perusahaan e-commerce
dan fintech. Ke depannya, pemerintah diharapkan dapat
merumuskan kebijakan yang mendorong transparansi lebih
tinggi dalam pelaporan keberlanjutan serta memperkuat
peran pemangku kepentingan dalam proses penentuan
materialitas.

Kata kunci: GRI 400, pengungkapan keberlanjutan
sektor e-commerce, sektor fintech
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PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan
dalam bidang ekonomi digital yang ditandai dengan pertumbuhan pesat teknologi
informasi dan komunikasi yang mengubah lanskap bisnis dan interaksi sosial. Pada tahun
2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 224,01 juta dan diproyeksikan akan
terus naik hingga tahun 2028 (Statista 2023). Selain itu, Indonesia masih mendominasi
GVM ekonomi digital di ASEAN dengan nilai mencapai US$82 miliar pada tahun 2023.
GMV ekonomi digital di kawasan ini juga diproyeksikan akan tumbuh hingga US$295
miliar pada 2025 (Databoks.id 2023). Pertumbuhan ekonomi digital tersebut juga
didukung dengan kemunculan berbagai perusahaan yang bergerak di sektor
perdagangan dan layanan jasa keuangan digital.
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Gambar 1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 2017-2022 dengan
perkiraan hingga 2028 (dalam juta)
Sumber: diolah penulis

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, berbagai tantangan baru
pun bermunculan, terutama dalam aspek keamanan siber, privasi data, dan maraknya
kasus penipuan investasi digital. Digitalisasi bahkan dianggap sebagai ancaman non-
militer bagi pertahanan negara (Dwi Aprilia et al. n.d.). Dalam era digital yang terus
berkembang, arus peredaran data menjadi semakin sulit dikendalikan. Pemanfaatan
teknologi internet yang semakin meluas dan mencakup berbagai aspek kehidupan telah
mengurangi kontrol individu terhadap data pribadinya. Disrupsi teknologi ini tidak hanya
membuka peluang besar di berbagai sektor, tetapi juga membawa tantangan serius
terkait perlindungan data dan privasi. Salah satu contoh nyata adalah kasus kebocoran
data yang terjadi pada salah satu perusahaan e-commerce pada tahun 2020, di mana
informasi pribadi 91 juta pengguna aplikasi tersebut bocor dan berpotensi
disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Kurnianingrum 2020). Jika
tidak ditangani dengan baik, masalah ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat
terhadap layanan digital dan memperlambat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.
Terkait hal tersebut, laporan keberlanjutan (sustainability report) menjadi instrumen
penting bagi perusahaan digital dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate
governance/GCG). CSR adalah bentuk komitmen perusahaan untuk menjalankan
bisnisnya dengan mengedepankan etika, kepatuhan terhadap hukum, serta tanggung
jawab sosial di mana CSR tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya, mendukung
komunitas lokal, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas (Prayitno
et al. 2020). Perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi sosial dan
lingkungan cenderung mendapatkan respons positif dari investor (Abbas et al. 2020).
Transparansi ini menjadi semakin penting bagi perusahaan yang bergerak di sektor
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digital seperti e-commerce dan fintech di mana kepercayaan publik terhadap keamanan
data, privasi, serta dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan menjadi
faktor utama dalam keberlanjutan bisnis mereka.

Standar Global Reporting Initiative (GRI) 400 yang mencakup aspek sosial seperti
privasi data, etika bisnis, kesejahteraan tenaga kerja, serta perlindungan konsumen
dapat menjadi salah satu acuan bagi perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan
pada aspek sosial. Dengan adanya pelaporan keberlanjutan, perusahaan dapat lebih
terbuka dalam mengkomunikasikan langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk
melindungi kepentingan stakeholder serta menunjukkan bagaimana mereka mengelola
risiko dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, baik dari sisi konsumen,
investor, maupun regulator. Pengungkapan ini merupakan tanda bahwa perusahaan
peduli terhadap pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Dengan
menjalankan pengungkapan tanggung jawab dalam aspek sosialnya, perusahaan dapat
membangun hubungan baik dengan pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan yang
berpotensi meningkatkan profitabilitas di masa depan (Immanuel 2021).

Pelaporan keberlanjutan, khususnya aspek sosial yang diatur dalam GRI 400
menjadi semakin krusial bagi perusahaan teknologi digital. Sebagai perusahaan yang
mengelola data jutaan pengguna dan memfasilitasi transaksi finansial dalam skala besar,
perusahaan di bidang ini memiliki tanggung jawab signifikan dalam memastikan praktik
bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penelitian terkait implementasi GRI
di sektor fintech dan e-commerce masih terbatas. Penelitian sebelumnya belum pernah
membahas secara spesifik bagaimana implementasi standar GRI 400 terhadap
perusahaan e-commerce dan fintech. Penelitian Chandra & Shauki (2024) menganalisis
implementasi standar GRI 400 di sektor perbankan dan menemukan bahwa terdapat
peningkatan jumlah indikator GRI 400 yang dilaporkan. Penelitian lain, seperti Lasmana
et al. (2023) dan Hidayat et al. (2022) menganalisis GRI 400 di sektor barang konsumen,
dan (Erinda et al. 2024) yang meneliti di sektor kecantikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar GRI 400 dalam
laporan keberlanjutan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fintech dan e-
commece yang dalam penelitian ini akan disebut sebagai perusahaan A, tantangan dan
peluangnya, serta rekomendasi perbaikannya. Oleh sebab itu, tinjauan ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi secara literatur mengenai gambaran komprehensif tentang
studi yang telah dilakukan terkait pengungkapan aspek sosial di perusahaan e-commerce
dan fintech berdasakan standar GRI. Secara praktis, tinjauan ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk memperbaiki atau menyempurnakan
praktik pelaporan keberlanjutan pada perusahaan e-commerce dan fintech, terutama
dalam hal mendorong transparansi dan kualitas pengungkapan kinerja dan dampak
kinerja aspek sosialnya.

METODE
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengungkapan
keberlanjutan aspek sosial di perusahaan yang bergeral di sektor e-commerce dan
fintech sekaligus di Indonesia, yang dalam penelitian ini akan disebut sebagai PT A Tbk,
berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI) 400. PT A Tbk merupakan
perusahaan yang mengintegrasikan layanan e-commerce, financial technology, dan on-
demand services yang melayani jutaan pengguna, mitra pengemudi, dan pedagang
dengan produk dan layanan di seluruh platformnya. Dalam penelitian ini, data diperoleh
dari laporan keberlanjutan (sustainability report) PT A Tbk tahun 2021—2023. Laporan
tersebut menjadi sumber utama dalam mengidentifikasi informasi terkait kebijakan,
program, serta pencapaian perusahaan dalam aspek sosial.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis konten (content
analysis) dengan pendekatan model Miles dan Huberman. Metode ini melibatkan tiga
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tahapan utama dalam analisis data. Tahap pertama adalah reduksi data di mana penulis
mengumpulkan data dan mengidentifikasi bagian laporan yang membahas aspek sosial
sesuai GRI 400. Kemudian, pada tahap penyajian data penulis menyusun tabel
kelengkapan data untuk menilai keberadaan indikator berdasarkan standar GRI 400 dan
menganalisis indikator yang sudah dilaporkan dan yang belum. Keberadaan indikator
tersebut dianalisis dari sustainability report perusahaan. Dalam menganalisis laporan
keberlanjutan, penulis menggunakan seluruh indikator dalam GRI 400 sebagai acuan
awal. Namun, tidak semua indikator memiliki urgensi dan relevansi secara kontekstual
terhadap sektor industri yang diteliti. Oleh karena itu, penulis menetapkan kriteria inklusi
sebagai indikator yang secara eksplisit disebutkan atau diindikasikan dalam laporan
keberlanjutan PT A Tbk tahun 2021-2023 serta yang relevan dan memiliki urgensi
terhadap konteks operasional sektor digital. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan
dan verifikasi dilakukan untuk menyusun temuan berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Pengungkapan GRI 400

. Total Diungkapkan
Kategori Pengungkapan GRI Indikator 2021 2022 3023
GRI 401: Kepegawaian (2016) 3 2 (401-1, 401-3) 2 (401-1, 401-3) 2 (401-1, 401-3)

GRI 402: Hubungan Tenaga
Kerja/Manajemen 2016
GRI 403: Kesehatan dan
Keselamatan Kerja 2018
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan
2016
GRI 405: Keanekaragaman dan
Peluang Setara 2016 2 1 (405-1) 1 (405-1) 1 (405-1)
GRI 406: Nondiskriminasi 2016 1 - - -
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan
Perundingan Kolektif 2016 1 ° ° B

GRI 408: Pekerja Anak 2016 1 - - -

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib
Kerja 2016

GRI 410: Praktik Keamanan 2016

GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016

GRI 413: Masyarakat Setempat 2016

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok
2016

GRI 415: Kebijakan Publik 2016 1 - - -

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan
Pelanggan 2016

1 - - -
10 9(403-15.d403-9)  9(403-15.d403-9) 9 (403-1 s.d 403-9)

3 2 (404-2, 404-3) 2 (404-2, 404-3) 2 (404-2, 404-3)

—_
'
'
'

N N = =
'
'
'

GRI 417 Pemasaran dan Pelabelan
2016
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016
GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi
2016*
*standar GRI 419 sudah tidak berlaku
sejak 1 Januari 2023
Total (Tanpa GRI 419) 36 15 (42%) 15 (42%) 15 (42%)
Sumber: diolah penulis

—

1 (418-1) 1 (418-1) 1 (418-1)
1(419-1) 1 (419-1)

—_

PT A Tbk belum sepenuhnya mengungkapkan aspek sosial sesuai standar GRI
dalam laporan keberlanjutannya. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase
pengungkapan selama periode 2021 hingga 2023 di mana tingkat pengungkapan
perusahaan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2021, perusahaan
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melaporkan item GRI 419 terkait kepatuhan sosial ekonomi. Namun, pada tahun-tahun
berikutnya, item tersebut tidak lagi dilaporkan karena standar tersebut telah diubah dan
digantikan dengan Pengungkapan 2-27 tentang Kepatuhan terhadap Hukum dan
Peraturan. Dari sejumlah item yang diungkapkan, terdapat beberapa hal yang masih
perlu mendapat perhatian terkait kesesuaian antara informasi yang disajikan dan
persyaratan yang ditetapkan oleh standar GRI. Pertama, untuk aspek Kepegawaian
(401) pada indikator Perekruitan Karyawan (401-1), perusahaan hanya mencantumkan
jumlah karyawan baru yang direkrut serta tingkat pergantian karyawan baru
berdasarkan usia dan jenis kelamin. Namun, sesuai dengan persyaratan standar,
informasi ini juga perlu mencakup tingkat perekrutan berdasarkan kelompok wilayah.
Oleh karena itu, perlu adanya penambahan data yang mencerminkan distribusi
rekrutmen karyawan menurut wilayah geografis guna memastikan bahwa
pengungkapan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pada indikator
Cuti Melahirkan (401-3), perusahaan belum mencantumkan informasi yang diharuskan
mengenai tingkat karyawan yang kembali bekerja setelah mengambil cuti melahirkan
dan yang dapat dipertahankan dalam perusahaan.

Kedua, pada aspek kesehatan dan keselamatan kerja (403), PT A Tbk belum
sepenuhnya memenuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan oleh standar GRI 403-2
mengenai pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden. Sebagai
contoh, meskipun perusahaan menyebutkan adanya Driver Care Unit (DCU) yang
bertugas untuk mengatur standar keselamatan, platform daring untuk melaporkan
pesanan fiktif, serta sistem untuk mengonfirmasi keluhan konsumen, laporan
keberlanjutan perusahaan tidak memberikan deskripsi yang spesifik dan komprehensif
mengenai beberapa elemen penting yang mencakup: (1) proses rutin untuk
mengidentifikasi bahaya dan melakukan penilaian risiko beserta hierarki
pengendaliannya, (2) prosedur bagi pekerja untuk melaporkan bahaya secara aman
tanpa takut akan pembalasan, (3) kebijakan yang mengatur hak pekerja untuk
meninggalkan situasi kerja yang berbahaya serta perlindungan dari tindakan
pembalasan, dan (4) proses investigasi insiden yang mencakup identifikasi bahaya,
penilaian risiko, serta penentuan tindakan korektif berdasarkan hierarki pengendalian.
Semua aspek ini merupakan elemen wajib yang harus dilaporkan sesuai dengan standar
GRI 403-2.

Pada indikator (403-4) terkait partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja
mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3), PT A Tbk juga belum sepenuhnya
memenuhi persyaratan pelaporan yang diatur dalam standar GRI 403-4 di mana belum
ada deskripsi komprehensif mengenai proses partisipasi dan konsultasi pekerja dalam
pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem manajemen K3 secara keseluruhan.
Dalam laporan keberlanjutan disebutkan bahwa ada pelatihan rutin untuk memastikan
karyawan memahami standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan (HSE). Namun,
tidak disebutkan secara eksplisit apakah ada mekanisme formal bagi pekerja untuk
berpartisipasi dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem manajemen K3.
Selain itu, pada indikator GRI 403-8 terkait pekerja yang tercakup dalam sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, perusahaan belum memberikan
penjelasan yang cukup detail mengenai proporsi pekerja yang tercakup dalam sistem
tersebut. Hal ini mencakup baik pekerja yang merupakan karyawan tetap maupun
pekerja non-karyawan yang pekerjaan dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh
perusahaan. Penyajian informasi yang lebih rinci mengenai cakupan sistem manajemen
K3 bagi semua kelompok pekerja ini merupakan elemen penting untuk memenuhi
standar GRI 403-8 secara menyeluruh.

Ketiga, pada aspek pelatihan dan pendidikan (404), PT A Tbk belum melaporkan
secara spesifik terkait standar GRI 404-1, yaitu rata-rata jam pelatihan per tahun per
karyawan berdasarkan gender dan kategori karyawan. Dalam laporan keberlanjutan,
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hanya disebutkan jumlah jam total waktu pelatihan karyawan dalam satu tahun.
Informasi yang lebih spesifik berdasar gender dan kategori karyawan akan menunjukkan
sejauh mana perusahaan menjamin pemerataan akses pelatihan bagi seluruh karyawan.
Namun, perusahaan telah memberikan informasi mengenai GRI 404-2 terkait program
untuk meningkatkan keterampilan karyawan serta GRI 404-3 mengenai persentase
karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
secara total meskipun tidak secara spesifik menyajikan informasi berdasarkan jenis
kelamin dan kategori karyawan sesuai ketentuan. Keempat, pada aspek
keanekaragaman dan peluang setara (GRI 405), PT A Tbk belum mencantumkan
informasi mengenai rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
untuk setiap kategori karyawan berdasarkan lokasi operasi yang signifikan (405-1).
Meskipun demikian, dalam laporan keberlanjutan, perusahaan memberikan klaim bahwa
karyawan menerima upah minimum yang berlaku di semua lokasi dan pasar tempat
beroperasi dan setiap karyawan memiliki hak yang sama. Pada laporan tersebut,
perusahaan telah menyampaikan indikator GRI 405-2 sesuai dengan ketentuan baik dari
komposisi jenis kelamin maupun kelompok usia.

Kelima, pada aspek perlindungan data pelanggan, PT A Tbk telah mencantumkan
informasi yang relevan dengan standar GRI 418-1 secara parsial. Perusahaan telah
memenuhi sebagian persyaratan dengan menyatakan secara eksplisit bahwa dari bulan
Januari sampai dengan Desember 2023, PT A Tbk tidak menerima keluhan pelanggaran
privasi pengguna atau keamanan data yang berdasar di semua platformnya. Pernyataan
ini sesuai dengan ketentuan GRI 418-1, yang mengharuskan perusahaan untuk
melaporkan jumlah total pengaduan yang berdasar terkait pelanggaran privasi
pelanggan. Karena tidak terdapat pengaduan yang berdasar selama periode pelaporan,
pernyataan tersebut secara teknis telah memenuhi persyaratan pelaporan yang
ditetapkan dalam standar. Namun, meskipun PT A Tbk telah mencantumkan informasi
terkait keluhan pelanggan, laporan keberlanjutan perusahaan tidak secara eksplisit
menyatakan apakah selama periode pelaporan terjadi insiden kebocoran, pencurian,
atau kehilangan data pelanggan. Untuk memenuhi standar GRI 418-1 secara lebih
komprehensif, perusahaan perlu memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai aspek ini.
Aspek privasi pelanggan merupakan salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh
investor dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), terutama di sektor
perbankan, karena berkaitan langsung dengan perlindungan data dan kepercayaan
publik (Sujarwati et al. 2022). Hal ini juga relevan bagi PT A Tbk karena meskipun bukan
perusahaan yang bergerak di sektor perbankan, perusahaan beroperasi dalam ekosistem
digital yang mencakup layanan e-commerce, transportasi, dan keuangan, di mana
perlindungan data pelanggan menjadi aspek yang krusial.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT A Tbk perlu meningkatkan kualitas laporan
keberlanjutannya guna memperkuat transparansi serta akuntabilitas perusahaan.
Peningkatan ini menjadi aspek yang krusial, terutama dalam memastikan bahwa seluruh
pemangku kepentingan, termasuk investor, memiliki akses terhadap informasi yang
komprehensif dan akurat mengenai praktik keberlanjutan perusahaan. Sebagai bagian
dari tanggung jawab sosial perusahaan, transparansi dalam pelaporan tidak hanya
mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, tetapi juga berperan
dalam menyediakan informasi sosial dan keuangan yang dapat menjadi salah satu
pertimbangan utama bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi (Fauzan &
Purwanto 2017). Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan (stakeholder
theory), yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR dalam laporan tahunan
merupakan bentuk transparansi perusahaan terhadap pemangku kepentingan (Anugrah
& Dianawati 2020). Selain itu, perusahaan yang aktif dalam pelaksanaan dan
pengungkapan CSR umumnya lebih dipercaya oleh pasar dan memperoleh legitimasi
sosial yang lebih tinggi. Hal ini mendukung teori legitimasi (/egitimacy theory) di mana
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perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara optimal akan
memperoleh dukungan yang lebih besar dari masyarakat (Kusuma & Subowo 2019).

Di sisi lain, PT A Tbk juga perlu memperhatikan kualitas pengungkapan
keberlanjutannya dalam aspek sosial. Tidak hanya dengan melaksanakan kegiatan yang
berdampak positif bagi masyarakat, tetapi juga dengan memastikan bahwa inisiatif
tersebut selaras dan terintegrasi dengan strategi serta proses bisnis perusahaan.
Keselarasan ini menjadi faktor penting karena CSR yang terintegrasi dengan strategi
bisnis menunjukkan kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola perusahaan
secara berkelanjutan yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor
dibandingkan pengungkapan yang hanya bersifat formalitas tanpa adanya integrasi yang
jelas dengan strategi perusahaan (Sayekti 2015). Oleh karena itu, peningkatan kualitas
pelaporan keberlanjutan tidak hanya berdampak pada peningkatan transparansi dan
akuntabilitas perusahaan, tetapi juga berkontribusi terhadap reputasi perusahaan serta
keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan dalam keberlanjutan ekonomi digital
yang turut memengaruhi bagaimana perusahaan melaporkan aspek keberlanjutannya.
Pertama, terkait kompleksitas ekosistem digital. Perusahaan yang beroperasi dalam
ekosistem digital seperti PT A Tbk menghadapi tantangan yang kompleks dalam
mengelola keberlanjutan, terutama karena karakteristik dan dinamika sektor digital yang
sangat cepat berubah dan cakupan bisnisnya yang luas. Salah satu tantangan utama
adalah beragamnya jenis pekerja yang terlibat dalam operasional perusahaan. Dalam
ekosistem digital, pekerja tidak hanya terdiri dari karyawan tetap, tetapi juga pekerja
kontrak, mitra pengemudi, dan mitra bisnis lainnya yang memiliki hubungan lebih
fleksibel dan kadang tidak memiliki ikatan kontrak tetap dengan perusahaan. Pada tahun
2023, PT A Tbk memiliki total 7.828 karyawan dengan 236 di antaranya karyawan
kontrak dan 4.297 pekerja non karyawan, dan 3,1 juta mitra pengemudi. Hal ini menjadi
tantangan tersendiri dalam hal pelaporan keberlanjutan karena perusahaan perlu
memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai kategori ini mencerminkan kondisi
yang akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam GRI. Selain itu, tantangan
selnajutnya terkait kompleksitas rantai pasok digital yang sangat luas dan terhubung
dengan banyak pihak, terlebih dengan adanya faktor-faktor seperti globalisasi dan
fluktuasi pasar (Jamal et al. 2024). Berbagai lapisan dalam rantai pasok ini membuat
perusahaan sulit untuk mengontrol dampak sosial secara langsung. Oleh karena itu,
pelaporan keberlanjutan yang komprehensif mengharuskan perusahaan untuk
mengumpulkan data dan melakukan pemantauan secara menyeluruh, tidak hanya
terkait dengan operasi internal tetapi juga dengan seluruh pihak dalam ekosistem yang
lebih luas.

Tantangan lainnya dalam ekosistem digital adalah perlindungan data pelanggan
yang menjadi isu krusial mengingat perusahaan seperti PT A Tbk mengumpulkan dan
mengelola data pribadi dalam jumlah besar melalui platform mereka. Data pelanggan
yang mencakup informasi pribadi, transaksi keuangan, dan perilaku konsumen menjadi
sangat rentan terhadap pelanggaran dan kebocoran. Langkah-langkah perlindungan
data pribadi yang efektif, seperti kebijakan terkait pengumpulan, penggunaan, dan
penyimpanan data perlu diterapkan (Suryadarma & Fagih 2024). Dalam hal ini,
penerapan standar GRI 418-1 tentang perlindungan data pelanggan sangat penting
karena perusahaan harus memberikan pengungkapan yang transparan tentang
bagaimana data pelanggan dijaga, serta melaporkan segala insiden pelanggaran privasi
atau kebocoran data. Dalam laporan keberlanjutan, pengungkapan mengenai
pelanggaran privasi dan keamanan data pelanggan harus dilakukan dengan transparan.
Namun, adanya ekosistem yang luas ini juga menciptakan peluang untuk
mengembangkan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi
juga mendukung tujuan keberlanjutan. Misalnya dengan menjaga prinsip keberlanjutan
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dalam rantai pasokan yang berati PT A Tbk tidak hanya fokus pada efisiensi dalam
menghubungkan pembeli dan penjual, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses
dalam rantai pasokan, dari penyedia barang hingga konsumen akhir, dilakukan dengan
memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Beberapa layanan PT A Tbk yang selaras
dengan prinsip keberlanjutan ini antara lain: memperluas program kemitraan untuk
mengakomodasi lebih banyak merek kendaraan listrik, meluncurkan inisiatif seperti Kurir
Rekomendasi untuk mengurangi redundansi pengiriman dan jarak yang ditempuh dalam
pengiriman e-commerce, serta mengurangi penggunaan bahan kemasan berlebih
dengan mengutamakan pengadaan ulang atau penggunaan kembali bahan kemasan.

Tantangan kedua terkait kendala pengumpulan dan pengungkapan data yang
lengkap. Perusahaan berbasis digital seperti PT A Tbk sering kali menghadapi kesulitan
dalam mengumpulkan dan menyajikan data keberlanjutan yang komprehensif. Sebagian
besar informasi yang diperlukan untuk laporan keberlanjutan berkaitan dengan tenaga
kerja, keberagaman, kesehatan dan keselamatan, serta dampak sosial dan lingkungan.
Dalam sektor digital, banyak pekerja yang terlibat dalam model kontrak yang tidak tetap,
seperti pekerja lepas, mitra pengemudi, atau pekerja jarak jauh, yang membuat
pengumpulan data terkait mereka menjadi sulit. Salah satu tantangan dalam
mengungkapkan aspek kepegawaian adalah perekrutan dan perputaran kayawan baru
berdasarkan wilayah geografis. Berdasarkan standar GRI 401, perusahaan diharuskan
untuk melaporkan informasi mengenai distribusi perekrutan karyawan berdasarkan
wilayah geografis atau lokasi. Namun, perusahaan digital seperti PT A Tbk, yang
beroperasi di berbagai lokasi dan melibatkan berbagai jenis pekerja (tetap, kontrak,
mitra), sering kali kesulitan untuk menyajikan data perekrutan yang rinci berdasarkan
wilayah. Data ini penting karena dapat menunjukkan apakah perusahaan memiliki
dinamika pendekatan yang inklusif tiap periode dalam menyebarkan peluang kerja di
berbagai daerah atau apakah ada kecenderungan konsentrasi perekrutan hanya di
wilayah tertentu yang lebih berkembang atau lebih mudah dijangkau.

Di sisi lain, adanya teknologi digital memberikan peluang besar bagi perusahaan
untuk memperbaiki pengumpulan dan pengolahan data yang lebih efisien dan akurat.
Teknologi industri 4.0, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan analitik big data
mengubah cara manajemen rantai pasok dengan memungkinkan pertukaran informasi
dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam waktu nyata (Jamal et
al., 2024). Penggunaan teknologi dalam pelaporan keberlanjutan memungkinkan
perusahaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan lebih mudah dan
transparan yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan laporan yang lebih
komprehensif dan dapat dipercaya. Dengan demikian, teknologi tidak hanya membantu
dalam pengumpulan data yang lebih efisien tetapi juga memastikan bahwa informasi
yang disajikan dalam laporan keberlanjutan lebih berkualitas.

Berdasarkan analisis penerapan standar GRI yang telah dilaporkan oleh PT A Tbk,
dapat disimpulkan bahwa laporan keberlanjutan perusahaa belum sepenuhnya
mencakup seluruh standar yang masih relevan untuk disertakan. Meskipun demikian,
perusahaan masih memiliki peluang untuk meningkatkan laporan keberlanjutannya.
Oleh karena itu, beberapa standar GRI 400 yang disarankan untuk diungkapkan dan
dilaporkan guna meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keberlanjutan.
Pertama, GRI 417 Pemasaran dan Pelabelan. Di sektor e-commerce, PT A Tbk perlu
memastikan bahwa iklan dan informasi produk yang disampaikan melalui platform tidak
mengandung klaim yang menyesatkan, seperti klaim kualitas produk. Di sektor fintech,
pemasaran dan informasi terkait layanan pembayaran harus transparan mengenai biaya,
bunga, dan syarat penggunaan layanan agar tidak ada penyesatan kepada konsumen.
Dalam hal ini, PT A Tbk harus memberikan informasi yang jelas mengenai biaya transaksi
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atau bunga yang berlaku, serta memastikan setiap promosi atau kampanye pemasaran
sesuai dengan kenyataan. Di sektor jasa logistik, terutama layanan pengiriman, penting
bagi perusahaan untuk memastikan bahwa setiap iklan terkait biaya, waktu pengiriman,
dan ketentuan layanan juga transparan. Labeling dalam layanan pengiriman harus
menyertakan informasi yang jelas tentang estimasi waktu pengiriman dan biaya terkait,
termasuk dalam kondisi khusus seperti pengembalian barang atau pengiriman ulang.

Kedua, GRI 416 Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan. PT A Tbk beroperasi
dalam sektor e-commerce, fintech, dan jasa logistik yang masing-masing memiliki
potensi risiko terkait kesehatan dan keselamatan bagi penggunanya. Di sektor e-
commerce, PT A Tbk perlu memastikan bahwa produk yang dijual melalui platformnya
aman dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku, seperti produk elektronik atau
makanan yang mungkin berisiko bagi konsumen. Dalam sektor fintech, perusahaan
harus mempertimbangkan dampak kesehatan finansial bagi konsumen, seperti
kemungkinan risiko terkait produk pinjaman atau investasi yang bisa merugikan mereka
jika tidak dikelola dengan benar serta keamanan transaksi dan data pribadi pelanggan
dalam transaksi. Sedangkan di sektor jasa logistik/transportasi online, PT A Tbk
bertanggung jawab untuk memastikan keamanan pengiriman, baik itu terhadap
pengemudi yang terlibat dalam pengantaran maupun barang atau pelanggan yang
dikirim agar tidak menyebabkan kerusakan atau kecelakaan.

Ketiga, melengkapi pengungkapan pada indikator sesuai dengan persyaratan
standar GRI pada indikator yang sudah diungkapkan tetapi masih terdapat kekurangan
atau masih bisa diperbaiki. Meskipun perusahaan sudah mencantumkan beberapa
indikator dalam laporan keberlanjutannya, masih terdapat kekurangan dalam detail atau
cakupan informasi yang disajikan. Untuk memenuhi standar GRI dengan lebih
komprehensif, perusahaan perlu memperbaiki dan melengkapi pengungkapan terkait
aspek-aspek yang belum sepenuhnya dilaporkan atau masih belum sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan oleh standar.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, penerapan standar GRI dalam laporan keberlanjutan PT A Tbk
masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Terdapat beberapa tantangan,
terutama dalam memenuhi persyaratan pengungkapan yang komprehensif dan
mengelola kompleksitas ekosistem digital. Namun, terdapat pula peluang signifikan
untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi
dalam pengumpulan serta penyajian data sekaligus mendukung pengembangan bisnis
yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan, dalam jangka
pendek, PT A Tbk perlu memperhatikan aspek-aspek yang belum sepenuhnya terungkap
seperti pada GRI 401, 403, hingga 405, serta mempertimbangkan pengungkapan terkait
aspek yang relevan namun belum disampaikan, seperti GRI 416 dan 417 dalam jangka
panjang. Keterbatasan penelitian ini mencakup beberapa aspek. Pertama, keterbatasan
informasi mengenai proses penentuan materialitas yang dilakukan oleh PT A Tbk yang
dapat mempengaruhi hasil analisis mengenai relevansi standar GRI. Kedua, penelitian
ini tidak melakukan perbandingan (benchmarking)dengan praktik pelaporan perusahaan
sejenis dalam industri yang sama sehingga sulit untuk menilai apakah praktik sudah
sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku di industri. Terakhir, usulan penambahan
aspek pengungkapan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan tidak didasarkan pada
survei atau wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan sehingga terdapat
potensi bias dalam rekomendasi yang diberikan.

Untuk perbaikan penulisan, penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami proses
penentuan materialitas oleh PT A Tbk dan melakukan perbandingan (benchmarking)
dengan perusahaan sejenis di industri yang sama guna menilai kesesuaian praktik
pelaporan dengan praktik terbaik industri. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat
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melibatkan survei atau wawancara dengan pemangku kepentingan terkait penting untuk
memperoleh perspektif objektif tentang tambahan aspek pengungkapan dalam laporan
keberlanjutan sehingga mengurangi potensi bias. Terakhir, perluasan literatur dan
analisis konten yang lebih mendalam akan membantu menghasilkan analisis yang lebih
komprehensif dan perspektif yang lebih luas tentang penerapan standar GRI pada
perusahaan digital. Pemerintah dapat mendorong pengembangan pedoman yang lebih
komprehensif mengenai standar pelaporan keberlanjutan yang disesuaikan dengan
karakteristik perusahaan digital. Pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang
mengharuskan perusahaan digital untuk lebih transparan dalam mengungkapkan data
terkait aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola (ESG) serta memperkuat peran
pemangku kepentingan dalam proses penentuan materialitas.
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